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IV. PENUTUP 
Optimalisasi tugas dan fungsi penyusunan program kerja kegiatan protokol 

dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan pasal 25 ayat 2 tentang tugas melakukan 
program kerja kegiatan sub bagian protokol menurut peraturan gubernur provinsi 
lampung nomor 60 tahun 2016 bahwa perlu adanya komunikasi dua arah antara 
protokoler dengan panitia penyusun program kerja dewan perwakilan rakyat daerah 
provinsi lampung agar dapat lebih optimal. 
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Drug abuse appears in the mass media, both in newspapers, magazines, 

television, radio and the internet. The problem of narcotics has now penetrated all 
elements of the nation, from children to adults, from the lower classes to officials, 
artists, even politicians and law enforcement are also not sterile from narcotics abuse. 
As stipulated in the attachment of Law no. 22 of 1997 concerning Junto Law no. 35 of 
2009 concerning Narcotics, it is stated that importing, exporting, producing, using 
narcotics without strict control and supervision, and contrary to applicable laws and 
regulations is a crime because it is very detrimental and is a very big danger to human 
life, society, nation. , and the state and national resilience of Indonesia. Based on the 
existing background, the authors conducted a research entitled Normative Juridical 
Analysis of Joint Regulations of the Chairperson of MARI, Minister of Law and Human 
Rights, Attorney General and National Police Chief in 2010 Against the Time Limit for 
Execution of Death Convicts Based on Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The 
enforcement of the death penalty in narcotics crimes based on L Friedman's system 
theory regarding law enforcement can be seen from the legal structure, where quality 
and good law enforcement officers such as the police, BNN will determine the success 
of the law enforcement process. Then the death penalty is also maintained based on 
reasons of public interest (public protection), but in its implementation it also pays 
attention to individual interests/protection. 
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I. PENDAHULUAN 
 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintetis yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke 
dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang No. 22 
Tahun 1997 tentang Junto Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

 Dalam konsideran menimbang Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang 
Narkotika, dinyatakan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menggunakan 
narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan karena sangat merugikan 
dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, 
dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. 

 Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia 
menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, sudah sangat 
memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. 
Indonesia sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkotika, 
tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat untuk produksi 
gelap narkotika. 

 Penjatuhan pidana/pemidanaan memang mustahil menghapuskan kejahatan di 
muka bumi tetapi paling tidak pemidanaan berakibat pada kesadaran hukum dari 
korban-korban menjadi dapat diwujudkan, oleh sebab itu pemidanaan termasuk 
didalamnya pidana mati bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, 
kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun dalam pelaksanaannya pidana mati sesuai 
dengan Peraturan Bersama 2010 point 33 harus ada batas waktu dalam melakukan 
eksekusi terhadap terpidana, padahal grasinya ditolak, sehingga karena belum di 
eksekusi muncul permintaan grasi lebih dari 2 kali. Seperti kasus sudah 40 tahun 
menjalani pidana eksekutor belum mengeksekusinya. 

Dengan demikian, penulis melakukan penelitian dengan judul Analisis Yuridis 
Normatif Terhadap  Peraturan Bersama Ketua MARI, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa 
Agung dan Kapolri Tahun 2010 Terhadap Batasan Waktu Pelaksanaan Eksekusi 
Terpidana Mati  Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
 
II. METODE PENELITIAN 

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah 
menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat masalah 
hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. 
Penelitian yuridis normatif ini dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu 
suatu pendekatan yang dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan 
mempelajari asas-asas hukum yang ada dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku mengenai penjatuhan pidana mati terhadap pelaku 
tindak pidana narkotika di Indonesia. 
 
III. PEMBAHASAN 
Eksekusi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika 

 Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melalui 
batas negara, dalam undang-undang Narkotika diatur mengenai kerjasama baik bilateral, 
regional maupun internasional. Diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika termasuk 
pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan 
dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. 

Menurut ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 
berbunyi sebagai berikut: 
(1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke Pengadilan 
guna penyelesaian secepatnya. 

(2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan tindak pidana Prekursor 
Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi 
pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal tersebut menurut penulis bahwa perkara narkotika penanganannya harus 
diprioritaskan baik ditingkat penyidikan, penuntutan, tingkat banding, tingkat kasasi, 
peninjauan kembali, pemberian grasi bahkan eksekusi pidana matinya. Masalah 
eksekusi pidana mati harus ditentukan batas waktunya, hal ini sesuai sebagaimana yang 
tercantum dalam Point 33 Peraturan Bersama 2010 yang menyebutkan harus ada batas 
waktu dalam melakukan eksekusi terhadap terpidana mati. 

 Keberadaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika akan semakin kuat dengan adanya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang dan berbagai aturan lainnya yang terkait seiring dengan 
semakin canggihnya modus operandi pelaku kejahatan narkotika. 
 
Teori Penegakan Hukum Dari L Friedman 

 Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya 
mencakup tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan 
seterusnya. Subtansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun 
cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari 
keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 
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mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi anstrak 
mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk 
(sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan-pasangan nilai 
yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan 
menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini. 

 Selain faktor kebudayaan sebagaimana tersebut di atas yang merupakan salah 
satu faktor yang penting dalam penegakan hukum, faktor yang sangat sentral dari 
kelima faktor tersebut adalah faktor aparat penegak hukum. Hal itu disebabkan oleh 
karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh 
penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh 
masyarakat luas. 

 Penegak hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya dapat 
menerapkan pola isolasi dan pola interaksi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik 
ekstrim, sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya, 
kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana kontribusi penegak 
hukum bagi kesejahteraan masyarakat. 
 
Eksistensi Pidana Mati Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 

Terhadap masalah di atas menurut Ibu Sheilla Korita selaku Jaksa di 
Kejaksanaan Negeri Kota Bumi, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:  
a.  Dilihat sebagai satu kesatuan. Pancasila mengandung nilai keseimbangan antara sila 

yang satu dengan sila yang lainnya. Namun apabila pancasila dilihat secara persial 
(menitikberatkan pada salah satu sila), ada pendapat yang menyatakan bahwa pidana 
mati bertentangan dengan pancasila dan ada pula yang menyatakan tidak 
bertentangan dengan pancasila. Jadi pendapat yang menolak dan menerima pidana 
mati sama-sama mendasarkan pada pancasila. Hal ini terlihat dalam laporan 
penelitian yang pernah dilakukan oleh Fakultas Hukum Undip bekerja sama 
Kejaksaan Agung pada tahun 1981/1982 yang berbicara tentang ancaman pidana 
mati dalam sistem pemidanaan. Dalam laporan penelitian dinyatakan bahwa” ada 
kecenderungan diantara mereka yang pro dan kontra (terhadap pidana mati, untuk 
menjadikan Pancasila sebagai ”justification”  

b.  ”Hak untuk hidup” (Pasal 28A jo. Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 
9 ayat (1) Junto. Pasal 4 Undang-Undang HAM) dan ”hak untuk bebas dari 
penghilangan nyawa” (Pasal 33 Undang-Undang HAM) tidak dapat dihadapkan 
secara diametral (sama sekali bertentangan) dengan ”pidana mati”. Hal ini sama 
dengan ”hak kebebasan pribadi” (Pasal 4 Undang-Undang HAM) yang juga tidak 
dapat dihadapkan secara diametral dengan pidana ”penjara (perampasan 
kemerdekaan/kebebasan)”. Pernyataan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 
Undang-Undang HAM bahwa ”setiap orang berhak untuk hidup”.  
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mati sama-sama mendasarkan pada pancasila. Hal ini terlihat dalam laporan 
penelitian yang pernah dilakukan oleh Fakultas Hukum Undip bekerja sama 
Kejaksaan Agung pada tahun 1981/1982 yang berbicara tentang ancaman pidana 
mati dalam sistem pemidanaan. Dalam laporan penelitian dinyatakan bahwa” ada 
kecenderungan diantara mereka yang pro dan kontra (terhadap pidana mati, untuk 
menjadikan Pancasila sebagai ”justification”  

b.  ”Hak untuk hidup” (Pasal 28A jo. Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 
9 ayat (1) Junto. Pasal 4 Undang-Undang HAM) dan ”hak untuk bebas dari 
penghilangan nyawa” (Pasal 33 Undang-Undang HAM) tidak dapat dihadapkan 
secara diametral (sama sekali bertentangan) dengan ”pidana mati”. Hal ini sama 
dengan ”hak kebebasan pribadi” (Pasal 4 Undang-Undang HAM) yang juga tidak 
dapat dihadapkan secara diametral dengan pidana ”penjara (perampasan 
kemerdekaan/kebebasan)”. Pernyataan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 
Undang-Undang HAM bahwa ”setiap orang berhak untuk hidup”.  

 

c.  Demikianlah pula dalam Undang-Undang HAM ada pembahasan dalam Pasal 73 
yang menyatakan : 
“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang semata-mata untuk menjamin 
pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi  manusia serta kebebasan dasar 
orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.” 

Pasal 73 Undang-Undang HAM ini identik dengan Pasal 28 Junto Undang-
Undang Dasar 1945 (Amandemen ke-2 tahun 2000), sesuai dengan penerapan Teori 
Negara Hukum yang menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum 
(rechts zekerheids) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (human rights). Pada 
dasarnya, suatu Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan 
(equality) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak 
asasinya. 
 
Penegakan Hukum Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika 

Teori Sistem Hukum dari L. Friedman dalam mengkaji permasalahan akan 
penulis jabarkan sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Amar Zamar sebagai 
berikut: 
a.  Struktur hukum, yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme yang 

merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi 
untuk mendukung bekerjanya sistem hukum. Dengan struktur hukum ini dapat 
dimungkinkannya memberikan pelayanan dan penggarapan secara teratur. 

b.  Substansi hukum, yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum yang berupa 
norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang 
digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur hukum. 

c.  Budaya hukum, yaitu berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum 
sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh 
tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. 

 
Batasan Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Peraturan bersama 2010 
Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana Dalam 
Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amar Zamar hakim Pengadilan 
Negeri Kota Bumi, bahwa paling tidak terdapat 7 (tujuh) peraturan perundang-undangan 
di Indonesia yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu pidana dalam 
ketentuan pidananya. Hukuman mati itu ditujukan terhadap tindak pidana, baik yang 
diatur dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang khusus, yang dianggap akan 
menimbulkan gangguan yang besar terhadap ketertiban hukum di Indonesia. Hukuman 
mati di Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP. 
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IV. PENUTUP 
Eksistensi pidana mati dalam peraturan perundang-undangan UUD 1945, 

KUHP, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Narkotika ternyata tidak bertentangan 
dengan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan di Indonesia dan tidak melanggar 
kewajiban hukum internasional yang ada. Hal ini demi menjamin kepastian hukum yang 
dilaksanakan langsung oleh substansi penegak hukum yang ada. Pidana mati tetap 
dipertahankan berdasarkan alasan kepentingan umum (perlindungan masyarakat), 
namun di dalam pelaksanaanya juga memperhatikan kepentingan/perlindungan 
individu. Saran yang peneliti usulkan yakni perlu adanya pemahaman yang sama bagi 
setiap aparat penegak hukum nasional juga internasional. Serta peru adanya perubahan 
aturan yang tegas tentang pelaksanaan eksekusi putusan pidana mati bagi terpidana mati 
agar pelaksanaannya tidak terlalu lama dan cara pelaksanaannya dilakukan dengan 
ditembak sampai mati, diubah menjadi disuntik mati dengan suntikan lethal anesthesia 
dengan mengamandemen PenPres No. 2 Tahun 1964. 
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